
 

 
 

 

WALIKOTA PANGKALPINANG 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

 
PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR  45  TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA PANGKALPINANG, 
 
Menimbang  : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi 
pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;  
 

b. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan 

Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
Perubahan Tahun 2020 untuk menyusun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020, perlu 
merubah Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2020; 
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Pangkalpinang Nomor  25  Tahun 2019 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020. 

 

 
 

 
 



 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-

Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang –

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 
 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

155); 
 

14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
(Covid 19) Sebagai Bencana Nasional; 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor  );  

 

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota 
Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E); 

 
 
 



18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah 

Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1); 
 

19. Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2); 

 
20. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota 
Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali 
Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota 
Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2020 Nomor 05). 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG NOMOR 

25 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 

 
 

 

Pasal 1 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pangkalpinang 

Nomor  25  Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 25) diubah  sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Pangkalpinang. 

 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 18  Agustus 2020 
 

WALI KOTA PANGKALPINANG, 
 
 

        dto 
 

 
MAULAN AKLIL 

 

 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 18  Agustus  2020 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG, 
 

   dto 
 

 
RADMIDA DAWAM 

 
BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR  45 

 
 

 
 


